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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti diketahui bahwa, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang berlaku di Indonesia saat ini, merupakan peninggalan pemerintah kolonial 

Belanda. Pemberlakuan KUHP hingga saat ini, dimungkinkan berdasarkan 

ketentuan yang terdapat di dalam Pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 

Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan. “Segala badan Negara dan peraturan 

yang ada pada saat itu masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut 

Undang-undang Dasar 1945”.

Dapat disimpulkan, bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal II aturan 

peralihan yang disebutkan diatas hanya mengatur secara umum, dengan kata lain 

tidak secara khusus menyebutkan memberlakuan Kitab Undang-undang Hukum

Pengaturan secara khusus pemberlakuan KUHP di . .

Indonfeisa diatur dalam Undang-undang No.l Tahun 1946.

Pidana di Indonesia.

Pemberlakuan KUHP melalui Undang-undang No.l Tahun 1946 belum

diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia. Hanya di daerah-daerah:

1. Undang-undang No.l Tahun 1946, berlaku diseluruh wilayah bekas 
NRI Yogya, ditambah dengan daerah pulihan. Dengan perkataan lain 
berlaku di Sumatra, Jawa dan Madura minus Jakarta raya dan 
Kalimantann minus Kalimantan Barat (sebagai daerah pulihan), atas 
nama : Prof. Oemar Senoaji, SH dan lain-lain ;

2. Undang-undang No.l Tahun 1946 berlaku diseluruh wilayah bekas 
NRI-Yogya, ditambah dengan daerah pulihan, kecuali daerah-daerah 
pulihan di Kalimantan. Dengan perkataan lain hanya berlaku di
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Sumatera minus Neg. Sumatera Timur dan dijawa + Madura minus 
Jakarta raya (atas nama: HAN BIN SIONG)

3. Undang-undang no.l Tahun 1946, berlaku diseluruh Jawa dan 
Madura serta Sumatera, tanpa kecuali (PROF.MOELJATNO SH,)1

Setelah dikeluarkan Undang-undang No.53 Tahun 1958 barulah KUHP 

diberlakukanya untuk seluruh daerah di Indonesia.2

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada saat ini telah disesuaikan 

dengan kondisi Negara Indonesia, ketentuan-ketentuan terdapat di dalam KUHP 

yang bertentangan dengan kepentingan Negara Republik Indonesia dinyatakan 

tidak berlaku. Ketentuan ini diatur di dalam rumusan Pasal V Undang-undang No.

1 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa “Peraturan Hukum Pidana yang

seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dijalankan, atau bertentangan dengan

kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai

arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, 

terdiri dari tiga buku. Buku pertama berisikan aturan umum yang terdiri dari Bab 

I sampai dengan IX atau dimulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103; Buku 

kedua berisikan kejahatan-kejahatan yang terdiri dari Bab I sampai dengan XXXI 

atau dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488; Buku ketiga berisikan 

pelangaran-pelangaran yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX atau dimulai 

dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP.

Han bin Siong dalam E.Y Kanter dan S,R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia dan Penerapanya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Halaman 48 
2 Ibid
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Ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Buku pertama Bab I 

sampai dengan VIII, selain berlaku untuk buku pertama dan kedua KUHP, 

berlaku juga untuk peraturan-peraturan pidana diluar KLJHP, kecuali oleh 

peraturan lain untuk Buku ke-II dan Ke-III KUHP, hanya berlaku bagi peraturan- 

peraturan hukum pidana lainya jika dalam peraturan lainya itu ditentukan secara 

tegas sedemikian itu dengan tegas memperbedakan kejahatan dan pelanggaran.

Bab I dari Buku kedua dari KUHP mengatur tantang kejahatan terhadap 

keamanan negara yang terdiri dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP. 

Pasal 104 KUHP sebagai pasal pertama bab I, mengatur tantang kejahatan yang

dapat di katagorikan sebagai kejahatan makar.

Pasal 104 menyatakan :

“makar yang dilakukan dengan maksud akan menghilangkan nyawa atau 
kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud akan 
menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, diancam dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu 
paling lama dua puluh tahun.“

Pasal 106 menyatakan :
“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke 
bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang 
lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.“

Makar dalam Bahasa Belanda diterjemahkan sebagai aanslag adalah

“...setiap perbuatan yang bersifat menyerang yang ditujukan kepada Presiden

3



atau Wakilnya dengan maksud hendak merampas kemerdekaan atau menjadikan

* 3mereka tidak berdaya atau tidak cakap memerintah”.

Wiijono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana tertentu di 

Indonesia “...Makar berarti serangan, tetapi selanjutnya ada penafsiran khusus 

termuat dalam Pasal 87 kitab undang-undang hukum pidana yang mengatakan 

makar untuk suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak 

berupa pelaksanaan (begin van uitvoering) ”4.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 104 KUHP adalah dengan maksud

:

untuk membuat Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak bisa menjalankan

roda pemerintahan. Jadi dalam hal ini, yang dilarang dalam Pasal 104 KUHP ini

adalah akibat yang ditimbulkan, bagaimana perbutan tersebut dilakukan tidak ada

pengaturannya, karena yang penting adalah akibatnya.

Kalau diperhatikan, pengaturan makar di dalam KUHP tidak mengikuti 

asas-asas yang berlaku secara umum. Perbuatan makar ini dianggap sebagai 

kejahatan yang sangat serius, hal ini terbukti dengan tidak diakuinya masalah 

percobaan dalam kasus makar ini, seperti yang diatur di dalam Pasal 53 KUHP. 

Percobaan dalam kasus makar ini dianggap sebagai kejahatan yang sudah penuh. 

Hal ini dapat diketahui dari perumusan Pasal 87 KUHP, yang menyatakan bahwa:

4 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977. Halaman 12 
Wiijono Prodjodikoro, Tindak-tindak PidanaTtertentu di Indonesia, 

Aditama, 2003, Bandung, Halaman 197 Reflika
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“Hukuman yang sama dapat dikenakan juga teradap mereka, yang dengan 

maksud-untuk memprersiapkan ataur mempermudah salah satu dari kejahatan- 

kejahatan seperti yang diatur di dalam Pasal-Pasal 104 — 108 : ...”

Pada intinya, tindak pidana makar selalu berhubungan dengan keamanan 

negara. Perbuatan makar dilakukan dikarenakan adanya rasa tidak puas terhadap 

kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan makar dapat dilakukan oleh satu,

atau dua orang atau, bisa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang

mempunyai visi dan misi yang sama, dalam mencapai suatu tujuan.

Perbuatan makar pada umumnya merupakan perbuatan ditujukan untuk

mengganti pemerintahan yang sedang berkuasa, dikarenakan pemerintahan yang

sedang berkuasa tersebut dianggap tidak sesuai atau sejalan dengan visi dan misi

yang sama,mereka miliki.

Dari kedua pasal tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa perbuatan 

untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan wilayah dari 

negara kesatuan Republik Indonesiajadi perbuatan makar . Di dalam KUHP, 

tidak ada satu pasalpun yang menyatakan tentang perbuatan makar tersebut harus 

memiliki motif atau tujuan politik.

Tertarik dengan persoalan makar ini, maka penulis ingin mencoba 

membahasnya dalam bentuk skripsi yang diberi judul : “TINDAK PIDANA 

MAKAR DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA“.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan yang

dipilih dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah makar di dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik?

2. Apakah pelaku Kejahatan makar dapat diekstradisi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini, antara lain

adalah :

1. Untuk mengetahui apakah makar di dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai

kejahatan politik.

2. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya pelaku makar diekstradisi.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan pemerintah 

dalam merumuskan perkembanganya perkembangan hukum positif di 

Indonesia, terutama dengan pengaturan kejahatan makar terhadap keamanan

negara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pembantuk uu dalam membuat 

kebijakan-kebijakan kejahatan terhadap delik keamanan negara.
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E. Ruang Lingkup

Skripsi ini akan membahas beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan masalah makar. Selain itu, makar merupakan bidang kajian 

yang mempunyai cakupan yang luas, agar pembahasan skripsi ini dapat terarah 

dan sesuai dengan permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasan pada masalah makar yang dikategorikan kejahatan politik yang 

diatur dalam Buku kedua Bab I dibawah judul/titel Kejahatan terhadap keamanan

negara.

F. Analisis Data

Pembahasan data yang diperoleh dalam penulisan ini- menggunkan

pendekatan Yuridis Normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan

hukum dan peraturan perundang-undangan tentagh tindak pidana makar dan

ekstradisi. Selanjutnya, data yang didapat kemudiaan dianalisa dan disajikan 

dalam bentuk analisa data secara kualitatif dalam rangka untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif, maksudnya 

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai 

kejahatan makar menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data adalah digunakan data kualitatif dengan data sekunder sebagai

7



sumber data yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para 

ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam 

menjawab permasalahan.

3. Teknik pengumpulan data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang digunakan melalui studi 

perpustakan, yaitu bahan buku primer, sekunder dan tersier.

a. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) 

yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum 

yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa :

Bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang mengikat (peraturan

perundang-undangan). Yaitu:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi;

2. Undang-undang No.26 tahun 1999 tentang penghapusan Undang-

undang No.l l/PNPS/1964;

3. Undang-undang No. 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan 

Terhadap Keamanan Negara dan;

4. Undang-undang No.20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan 

Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

8



b. Bahan hukum sekunder :

1. Buku-buku;

2. Hasil penelitiaan dan ;

3. Doktrin..

c. Bahan hukum tersier : bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus hukum.
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